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! PERATURAN DAERAH KARUPATEN DAE:r./H TINGKAT 1! BANYUMAS
i ' ¥
| NOMOR 1 TAHUN 1995 '
TENTANG ’ ‘
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 BEANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG SUSLINAN ORGANTSASI
. DAN TATAKERJA SEKRETARIAT ¢ LAYAH/DAERAH DAN
‘ SEKRETARIAT DEWAN PERWAK1I AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKA™ I1 RBANYUMAS
L. ) - )
/ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT1 KEPALA DAERAH TINGKAT 11 BANYUMAS

Menimbang :+ a. bahwa dalam rang<a meningkatkan penyeienggaw
5 raan pemerintahan dan pembangunan yang ber-
dayaguna dan berhasilguna, sesual dengan Suratl
| . Menteri Dalam MNege~i tanggal 19 Agustus 1994
f Nomor : 061.1/3012/53 pecihal Penambahan Sub
Bagian Verifiﬁ@pi {! Bagian Keuvangan Setwildsz
. Kabupaten/Kotamadya Dati 11 Propinsi Dati I
;. » Jawa Tengah dan Surat Gubernur Kepala Daerah
- ‘ Tingkat 1 Jawa Tengah tanggal 21 Septenber

1994 Nomor 061.1/627QC7 perihal Penambahar
cub Bagian Verifikasl pada DBRapian Keuangan
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat 11, maka
perlu' menambah Jabatan Sub Bagian Verifikasi
pada Bagian Keuaugan Setwilda Tingkat 11

Banyumas;

bahwa dengan demikian perlu mengadakan peru-

c

bahan pertama YPeraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 3anyumas Nomor 9 Tahun 1992
tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja
Sekretafiat Vilavah/Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwaki lan Rakyat“?Daerah Kabupaten

Doerah Tingkat [1 3anyumas;
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Mengingat

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengahj;

Undang-undang Nomor .5 Tahun 1974  tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tah@n }97# Nomor 38,
Tambahan Lembaran Megara Rgpublik Indonesia
Nomor 3037): &

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28
Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan:
Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupa-
ten/Kotamadya Daerah Tingkat Il dan Sekretari-
at Dewan Perwakilar., Rakyat Daerah Tingkat
i3

Keputusan Menterl " Dalam Negeri ‘Nomor 27
Tahun 1993 tentang qua Organisasi Pemerintah

Daerah dan Wilayah;

Keputusan Menteri LCalam Negeri Nomor 8k
Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Pzrubahan; '

. .Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
[I Banyumas Nomor 9 Tahun 1992 tentang Susunan
‘Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daefah Tingkat 1l Banyumas;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilar Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Banyumas

Menetapkan

MEMUTUZESKAN

PERATURAN DAERAH KARUPATEN DAERAH TINGKAT 11
BANYUMAS TENTANG PEIUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DA:IRAH TINGKAT I BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 1932 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATAKERJA SEKRETAR!AT WILAYAH/DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN . PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGCAT 11 BANYUMAS.
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Pasal 1

Peraturan Daerah. Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9
Tahun 1592 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretari-
at Wilayah /Daerah dan Sekretarial > Dewan Perdakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Banyumas yang'telah

disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepalé Daerah Ting-
kat T Jawa Tengah tanggal 12 Januari 1993 Nomor : 1883/44/1993
dan diundangkan dalam Lembaran Daeral Kabupaten Daerah Tingkat
[T Banyumas Nomor & Tahun 1993 Seri ) diubah sebagai berikut :

"A. Pasal 56, diubah dan dibaca sebagai berikut :

»

Bagian Keuangiﬁ mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoocr-
dinasikan penyusunan program, jerubahan dan perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengelola dan
membina administrasi keuangan.

B. Pasal 57 diubah dan dibaca sebagali berikut-:

‘ -
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 56, Bagian

Keuangan mempunyai fungsi :
a. mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

mengelola administrasi keuangen daerah.

‘pengujian kebenaran penagihan dan 'penerbitan Surat
Perintah Membayar Uang (SPMU) dan pembipaan perbendaha-
raarn; :

d. mengumpulkan bahan penyusunan pedomdn dan petunjuk

teknis pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
e. melaksanakan pemeriksaan/penclitian terhadap realisasi
anggaran belanja rutin dan Hembangunan serta terhadap
pelaksanaan realisasi anggaran pendapatan.
C. Pasa! 58 diubah dan dibaca sebagai berikut :

emian Keuangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Anggaran:

b. Sub Bagian Pembukuan:

¢. Sub Bagian Perbendaharaan;
d. Sub Bagian Verifikasi.

D. Pasal 59 diubah dan dibaca sebagai berikut

(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan perubahan Anggaran Pendapatan dan
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II . }
Banyumase. Nomor 3 4 tanggal 14 Juli 1995_ Seri D }

DAERAH TK. II

BANYUMAS
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Belanja Daerah (APBD), petunjuk teknis pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanjea Daerah {APBD) serta
menviapkan dan menyusun nota keuangan yang akan disam- .

paikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Damerah.

(2) Sub PBRagian Pembukuan mempunyali tugas me laksanakan
‘.pembukuan secara sistematis dan kronologis serta me-
nyiapkan bahan penyusunan perhitungon anggaran.

(3) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas menerbitkan
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU). menguji kebenaran
penagihan, membina kgtatausahaan keuangan, penyelesaian
masalah perbendaharaan dan ganti rugi serta membina
perbendaharaan.

(4) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas memeriksa/meneli-
+i terhadap realisasi anggaran belanja rutin dan pem-
bangunan serta terhadap realisasi anggaran pendapatan.

/

Pasal 11

I3

‘Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KAHUPATEN DAERAH T INGKAT 17 BA
™~
v',:f‘\ KETU

Agar supava setiap orang dapat mengetahuinya memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tangga) 31 Jameri 1995.

Q@

Disahkan oleh .. Gubernuy. KDH. Tke.. I Jateng
dengan Surat Keputusan Nomor & .188,3/159/95
Tanggal ..5 .dJuni .1995...............
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